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ABSTRAK -

Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41, Pasal 69 ayat (5), Pasal
107 ayat (3), Pasal 108 ayat (5), Pasal 109 ayat (10), Pasal 113 ayat (11) dan Pasal
114 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 73); Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang



CATATAN

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137); Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 139);

Dalam Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dasar Pengenaan PBB-P2
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak
kena Pajak. NJOPVditetapkan berdasarkan proses Penilaian PBB-P2. NJOP hasil
proses Penilaian PBB-P2Vdibedakan menjadi NJOP Bumi; dan/atau NJOP
Bangunan. NJOP Bangunan terdiri atas NJOP Bangunan Objek PBB-P2 umum; dan
NJOP Bangunan Objek PBB-P2 khusus.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember
2025.



